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RINGKASAN

Pembentukan Peraturan Daerah responsif didasarkan pemikiran
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sebagai
negara hukum dan demokrasi, negara harus memberikan jaminan
perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dengan melibatkan
peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Sebagai produk hukum yang baik, Peraturan Daerah harus mencerminkan
nilai-nilai keadilan bersama, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan
tersebut melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada azas
desentralisasi. Asas inilah yang kemudian melandasi makna otonomi daerah,
dengan substansi penyelenggaraan kewenangan dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan kuat
untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan
yang luas. Atas dasar tersebut, maka dalam perkembangan masyarakat yang
semakin kritis dan dewasa secara politis, penyelenggaraan otonomi daerah
tersebut semakin responsif terhadap perubahan masyarakat. Oleh sebab itu
otonomi daerah lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan
keanekaragamaan daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan
tugas pembantuan. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah responsif
haruslah dibentuk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Untuk
mewujudkan  kepemerintahan daerah yang baik, penyelenggaraan
pemerintahan harus memenuhi prinsip-prinsip good governance, yakni
keterbukaan, transparansi, partisipatif, dan berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
pelaksanaannya masih dinilai dan bersifat formalitas (formal participation)
sehingga menimbulkan problem antara lain:

1) Problem filosofis, tidak mencerminkan perlindungan hak asasi
manusia dan keadilan masyarakat, karena partisipasi masyarakat
yang disampaikan hanya dinilai sebatas formalitas saja.

2) Problem teoritis; tidak mencerminkan prinsip negara hukum, tidak
memperhatikan “Asas dapat dilaksanakan” dan “Asas dapat
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dikenali” yang merupakan asas formil dan materiel dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.

3) Problem sosiologis; tidak memenuhi kebutuhan masyarakat,
sehingga menjadi permasalahan yang pada akhirnya ditolak oleh
masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang bersifat formalitas tentu akan
menimbulkan permasalahan ketika Perda dimplementasikan, oleh karena itu
untuk mewujudkan Perda responsif, maka harus partisipasi bermakna
(meaningful participation) artinya partisipasi tidak sekedar memfasilitasi agar
suara-suara masyarakat didengar (right to be heard), tetapi juga agar
kepentingan-kepentingan yang disuarakan oleh masyarakat tersebut perlu
dipertimbangkan (considerantion) dan perlu dijelaskan (Explained) apabila
suara-suara masyarakat tidak bisa diterima atau tidak dipertimbangkan,
sehingga masyarakat bisa mengerti dan memahaminya.

Dari latar belakang permaslahan tersebut di atas, dalam penelitian
disertasi ini diajukan dua rumusan masalah yaitu: pertama, Apa urgensi
pembentukan Peraturan Daerah responsif untuk mewujudkan kepemerintahan
yang baik. Kedua, Bagaimana konsep pembentukan Peraturan Daerah
responsif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Metode penelitian dalam disertasi ini menggunakan jenis penelitian
hukum normatif dengan pendekatan undang undang (statue approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis
(filosofical approach.) Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan dan Pemerintahan Daerah. Sedangkan bahan hukum
sekunder meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.
Pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder
dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan. Pengumpulan bahan hukum
primer dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi bahan
hukum berupa peraturan perundang-undangan baik berupa undang-undang
(legislation) maupun peraturan pelaksanannya (regulation). Bahan hukum
yang telah terkumpul tersebut, selanjutnya diadakan klasifikasi dan disusun
secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan
hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dikumpulkan dan
dikelompokkan untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter dan jenis
sumber hukumnya terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang
dibahas. Bahan hukum yang tidak ada relevansinya akan dikeluarkan dan
apabila diperlukan akan dipergunakan kembali. Analisis bahan hukum
menggunakan analisis normatif/preskriptif yaitu menganalisis terhadap semua
bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan penalaran hukum
(legal reasoning) berupa penafsiran hukum (legal Interpretation) dan
konstruksi hukum (legal construction). Logika berfikir yang digunakan adalah
logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang
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bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat khusus schingga
diperoleh gambaran jelas terhadap permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan analisis permasalahan sebagaimana telah diuraikan

tersebut di atas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa urgensi
Pembentukan Perda Responsif untuk mewujudkan Kepemerintahan daerah
yang baik (good local governance) adalah:

1.

2.

Untuk mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan hak asasi
manusia melalui peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda.
Untuk mewujudkan Perda yang baik sesuai dengan asas legalitas, “asas
dapat dilaksanakan” dan “asas dapat dikenali” serta dibentuk sesuai
dengan kepentingan masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan masyarakat dalam berbagai aspek dan
mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang
telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga harus
dibentuk sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Sedangkan Konsep pembentukan Perda Responsif untuk mewujudkan

Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) adalah:

1.

2.

3.

Pembentukan Perda responsif harus mengedepankan prinsip Meaningfil
Participation,

Pembentukan Perda Responsif harus memenuhi asas formil dan materiel
dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pembentukan Perda Responsif harus memperhatikan Nilai-nilai yang hidup
Dalam Masyarakat;

Materi muatan Perda Responsif harus mencerminkan nilai kepastian
hukum dan keadilan;

Pembentukan Perda Responsif harus dibuat berdasarkan penelitian ilmiah
yang benar (Naskah Akedemik) dan melibatkan Pejabat fungsional
perancangan dan/atau tenaga ahli;

Pembentukan Perda Responsif harus dibentuk melalui tahapan/prosedur
yang tepat;

Penguatan pengawasan preventif dan represif oleh Pemerintah Pusat;
Penguatan mekanisme judicial review.
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ABSTRACT

In this dissertation research, it has two objectives: first, to analyze and
discover the urgency of forming responsive regional regulations to create
good local governance. Second, to analyze and find the concept of forming
Responsive Regional Regulations to realize good local governance. The type
of research used is normative law with statutory, conceptual and philosophical
approaches. From the results of the discussion it can be concluded that the
urgency of forming responsive regional regulations to realize good regional
governance is:

1.

2.

4.

To realize justice and provide protection of human rights through
community participation in the formation of regional regulations.

To realize good regional regulations in accordance with the principles of
legality, "principles can be implemented" and "principles can be
recognized" and formed in accordance with the interests of the
community.

. To address community problems in various aspects and fill legal

voidstaking into account existing regulations, which will be amended, or
which will be revoked in order to guarantee legal certainty and a sense of
justicePublic.

To meet the legal needs of the community, it must be formed in
accordance with the laws that live in society.

Meanwhile, the concept of forming a responsive regional regulation to realize
good regional governance is:

1.

2.

7.

8.

Formation of a responsive regional regulation must prioritize the principle of
Meaningful Participation;

Formation of Responsive Perda mustcomply with the formal and material
principles in the formation of Legislation;

. Formation of Responsive Regional Regulations must pay attention to the

values that live in society;

. Responsive regional regulations hcurrents reflect the value of legal certainty

and justice;

. Formation of Responsive Regional Regulations must be made based on

correct scientific research (Academic Documents) and involve design
functional officials and/or experts;

. Formation of Responsive Perda mustformed through appropriate

stages/procedures;

Strengthening preventive and repressive supervision by the Central
Government;

Strengthening the judicial review mechanism.

Keywords: Perda responsive to create good local governance.
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